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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut: 

 

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima di Kota 

Yogyakarta, dilakukan dengan dua pendekatan penegakan hukum. Dua 

pendekatan penegakan hukum tersebut dapat digolongkan sebagai 

tindakan Preventif dan Represif, yaitu : 

a. Tindakan Preventif yaitu berupa himbauan secara langsung 

yang sifatnya persuasif kepada pedagang, kemudian adanya 

surat peringatan himbauan ancaman penertiban apabila tidak 

mengindahkan larangan berdagang. Pada wilayah tindakan 

penegakan hukum yang sifatnya preventif ini semua dilakukan 

oleh aparat Satpol PP Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 

b. Tindakan Represif yaitu berupa dilakukannya penertiban 

sampai pada penyitaan yang dilanjutkan juga dengan 

penyidikan untuk dituntut ke pengadilan dengan mekanisme 

hukum acara cepat. Pelanggaran terhadap gangguan fungsi 
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pejalan kaki seringkali dikenakan sanksi denda sejumlah uang 

oleh Pengadilan yang besarnyapun berbeda- beda, tergantung 

dari tingkat pelanggaran. Dalam persidangan hakim banyak 

menjatuhkan putusan tampa kehadiran dari terdakwa, karena 

pelanggar yang kebanyakan pedagang juga banyak yang tidak 

menghadiri persidangan. 

2. Kendala utama permasalahan penegakan hukum terhadap pedagang 

kaki lima yang menyebabkan gangguan fungsi pejalan kaki, adalah 

karena masalah ini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga 

masalah sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan minimnya peluang 

kesempatan bagi warga yang mencari kerja, sehingga mencari nafkah 

lewat usaha menjadi pedagang kaki lima. Kendala-kendala lainnya 

adalah :  

a. Pedagang kaki lima seringkali tak faham dan buta hukum 

terhadap berbagai kebijakaan penataan pedagang kaki lima atau 

juga larangan-larangan lain yang berakibat sanksi pidana bagi 

mereka.  

b. Selain itu juga jumlah satuan Dinas Ketertiban (Satuan Polisi 

Pamong Praja) yang sangat terbatas untuk mengatasi 

permasalahan pedagang kaki lima yang sifatnya liar tak berizin, 

serta mengganggu hak bagi pejalan kaki. 
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B.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut  

1. Sangat diharapkan peran pemerintah daerah baik itu Provinsi D.I 

Yogyakarta dan juga kota Yogyakarta, untuk membuka peluang 

lapangan pekerjaan yang luas, sehingga mengurangi angka 

pengangguran yang berpotensi menambah angka pedagang kaki lima 

yang liar. 

2. Selain itu juga diharapkan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 

menambah jumlah personil Dinas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong 

Praja), agar dapat mendukung kerja- kerja penertiban yang seringkali 

secara jumlah tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran dan juga 

rawan ricuh saat proses penertiban.  
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